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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
KOORDINASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI

UMUM
Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan upaya

pemerintah dalam mengemban tanggung jawab untuk mewujudkan tata

kelola manajemen sistem koordinasi yang dilaksanakan secara efektif,
efisien, dan terpadu guna terjaminnya pelayanan Ibadah Haji bagi warga
negaranya dalam menunaikan rukun Islam kelima. Koordinasi

Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan kegiatan lintas sektoral yang

melibatkan instansi terkait.

Pasal 109 Undang-Undang Nomor &8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mengamanatkan perlunya
disusun Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Koordinasi
Penyelenggaraaan Ibadah Haji yang memerintahkan Kementerian untuk
mengoordinasikan Penyelenggaraan Ibadah Haji dengan instansi terkait.

Materi muatan Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai:

a. tugas dan tanggung jawab Penyelenggaraan Ibadah Haji yang
dilakukan oleh Menteri dengan mengoordinasikannya dengan
menteri/pimpinan lembaga pemerintah di tingkat pusat, gubernur di
tingkat provinsi, bupati/wali kota di tingkat kabupaten/kota, dan
Kepala Perwakilan Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudji;

dan
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b. Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dilakukan terhadap kegiatan
perencanaan dan pelaksanaan pelayanan yang meliputi perencanaan
dan pelaksanaan pelayanan transportasi, akomodasi, konsumsi,
kesehatan, dokumen perjalanan, administrasi, dan pembinaan, serta

pelindungan.
PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.



Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.
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Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “pembinaan selama masa tunggu
dan pembinaan selama masa keberangkatan” merupakan
bentuk pembinaan kesehatan jemaah haji yang dilakukan
sebelum melaksanakan Ibadah Haji.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “pembinaan selama di Arab Saudi”
merupakan bentuk pembinaan kesehatan jemaah haji yang
dilakukan selama melaksanakan Ibadah Haji.
Huruf c
Yang dimaksud dengan “pembinaan selama masa
kepulangan” merupakan bentuk pembinaan kesehatan
jemaah haji yang dilakukan setelah melaksanakan Ibadah
Haji.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.



